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ABSTRAK 

 

Kemajuan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap 

berbagai bidang, salah satunya dalam bidang usaha. Adanya kehadiran 

transportasi online membuktikan adanya kemajuan dalam teknologi. 

Fenomena persaingan yang ketat antar kedua perusahaan yaitu Gojek 

dan Maxim untuk menjadi yang terdepan dan unggul agar menjadi 

penguasa pasar. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah praktik 

persaingan usaha transportasi online pada Gojek dan Maxim dan 

pandangan hukum Islam tentang praktik persaingan usaha pada Gojek 

dan Maxim. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online 

(Studi pada Gojek dan Maxim di Bandar Lampung). 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research). Dalam hal ini data yang diambil dari dua sumber data yaitu 

data primer dan data sekunder kemudian metode analisis data yang 

digunakan yaitu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang 

datanya di ambil dari lokasi atau lapangan baik mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Praktek 

persaingan usaha yang dilakukan oleh kedua transportasi online antara 

Gojek dan Maxim adalah praktek persaingan usaha yang sehat, untuk 

mewujudkan hal itu maka kedua perusahaan menciptakan strategi dan 

maupun inovasi agar masyarakat selalu menggunakan masing-masing 

aplikasi transportasi online tersebut. (2) Tinjauan hukum Islam 

terhadap praktek persaingan usaha antar pelaku usaha Gojek dan 

Maxim telah sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha dalam 

syariat Islam, bahwasanya kedua pelaku usaha bersaing secara sehat, 

adil dan jujur serta juga memastikan kualitas layanan yang baik seperti 

memberikan harga dengan promo yang menarik dan tepat waktu untuk 

mempertahankan pelanggan 
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MOTTO 

 

نَكُمْٰباِلْبَاطِلِٰاِلََّٰٓ  ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْاٰلََٰتأَْكُلُوْٰٓ  يٰ  اَنْٰتَكُوْنَٰتَِِارَةًٰعَنْٰتَ رَاضٍٰٰٓ  اٰامَْوَالَكُمْٰبَ ي ْ

كَٰانَٰبِكُمْٰرَحِيْمًآٰٰ  اٰانَْ فُسَكُمْٰٓ  وَلََٰتَ قْتُ لُوْٰٰٓ  مِّنْكُمْٰ وَ ٰاِنَّٰاللّ 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali 

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” (Q.s. An-Nisa Ayat 29) 
 

  



8  

 

PERSEMBAHAN 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan 

inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Skirpsi ini dipersembahkan sebagai bentuk 

rasa terima kasih kepada: 

1. Ayahku Fauzi dan Ibuku Diah yang sangat saya cintai, yang 

selalu melimpahkan Samudra kasih sayangnya dan berhasil 

membuat saya bangkit dari kata menyerah. Terima Kasih sudah 

mengantarkan saya sampai berada ditempat ini. Saya 

persembahkan karya tulisan sederhana ini untukmu. 

2. Adikku tersayang Linggih dan Istananta yang selalu menjadi 

penyemangat. Saya persembahkan karya tulisan sederhana ini 

untuk kalian. 

3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan 

pengetahuan yang akan selalu aku kenang. 

  



9  

 

RIWAYAT HIDUP 

Oryza Sativa lahir di Bandar Lampung pada tanggal 06 Agustus 2000 

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, Putri dari pasangan 

bapak Fauzi dan ibu Diah. Pendidikan dimulai dari TK Dharma 

Wanita selesai pada tahun 2006, SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung dan 

lulus pada tahun 2012, MTSN 2 Bandar Lampung dan lulus pada 

tahun 2015, SMA AL-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 

2018, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah (Hukum 

Ekonomi Syari’ah) . 

Bandar Lampung, 21 Juni 2023 

 Penyusun 

 

 

Oryza Sativa 

  



10  

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, 

wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaian skripsi ini yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha 

Transportasi Online (Studi Pada Kantor Gojek dan Maxim di Bandar 

Lampung) dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada 

Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga, sahabat, dan 

pengikutnya. 

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi 

S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Muamalah. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan 

dalam proses penyelesaian. Oleh kerena itu saya ucapkan terimakasih 

kepada: 

 

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z,. M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN 

Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk 

menimba ilmu pada kampus tercinta ini. 

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN 

Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

dan wawasan; 

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah dan jajarannya yang telah memberi kesabaran 

dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini 

4. Ibu Dr. Erina Pane, S.H., M. Hum. Selaku pembimbing I dan 

Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing dua yang telah tulus 

meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung 

6. Teman-teman seperjuangan Muamalah H angkatan 18. Skripsi ini 

masih jauh sekali dari kata sempurna. 

 

 

 



11  

 

untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat 

memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisanskripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 

dalammengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah) Aamiin. 

Bandar Lampung, 21 Juni 2023 

 Penyusun, 

 

 

 

Oryza Sativa 



12  

 

 
  



13  

 

 
  



14  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam tahapan awal untuk mendapatkan maksud yang jelas dan 

memahami skripsi ini, maka di perlukan beberapa makna yang terkait 

dalam tujuan skripsi ini. Dengan maksud di harapkan tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap makna judul. Karna ini merupakan pokok 

permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online (Studi pada 

Gojek dan Maxim di Bandar Lampung)”. Untuk itu perlu di uraikan 

makna dan istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut: 

Tinjauan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan 

diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1  Hukum Islam adalah 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul 

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini 

berlaku dan mengikat semua umat yang beragama Islam.
2
 

Persaingan Usaha adalah kegiatan dari beberapa orang atau 

perusahaan yang memperoleh pesananan atau menawarkan jasa 

dengan harga atau syarat syarat yang menguntungkan untuk mencapai 

sasaran yang di tentukan secara tepat baik di lakukan induvidu maupun 

kelompok.
3
 

Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu kegiatan pelaku usaha yang 

memperoleh barang atau jasa dengan cara yang tidak adil, tidak jujur 

bahkan melawan hukum.
4
 

Transportasi Online Yaitu suatu penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan 

perkembangan teknologi yang berbasis aplikasi atau online baik untuk 

pemesanan maupun pembayaran.
5
 

Berdasarkan dari beberapa Penjelasan diatas, penulis menegaskan 

                                                     
1  Tersedia Di: Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Tinjauan (21 April 

2023) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring” 

(On-Line), “KBBI,” 2008. 
2 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5. 
3 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam (Sidoarjo: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), 3. 
4  Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), 12. 
5 Abbas Salim, Manajemen Transportasi ,Cet 6, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), 5. 
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bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu 

merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan 

bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha 

Transportasi Online (Studi pada Gojek dan Maxim). 

B. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama Allah swt. yang telah disempurnakan 

memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spritual, 

materialisme, individu, sosial, jasmani, rohani, dunia dan akhirat. 

Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-

pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam 

bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari. 

Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik 

akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang 

sangat penting adalah bidang muamalah.
6 

Perkembangan teknologi dan informasi begitu cepat. Meratanya 

sistem layanan internet dan tingginya pengaruh smartphone membuat 

Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi bagi pengembang 

aplikasi berbasis mobile. Selama ini masyarakat menilai bahwa industri 

aplikasi mobile disesaki oleh bidang game dan media sosial. Tetapi ada 

bidang lain yang sangat potensial, salah satunya adalah di bidang 

transportasi. Industri di bidang transportasi menjadi sangat populer. 

Penggunaan sistem teknologi dan informasi yang menjadikan jasa 

transportasi lebih efisien untuk digunakan, yaitu dengan pemesanan 

secara online yang melalui smartphone.
7
 

Kemajuan teknologi saat ini sangat berpengaruh terhadap 

berbagai bidang, salah satunya dalam bidang usaha. Adanya kehadiran 

transportasi online membuktikan adanya kemajuan dalam teknologi. 

Harus diakui bahwa kehadiran transportasi berbasis aplikasi online di 

Indonesia, khususnya di kotakota besar, memberikan banyak manfaat 

bagi para pengguna jasa transportasi. Transportasi berbasis online ini 

seakan menjadi jalan tengah kondisi mobilitas masyarakat perkotaan 

yang intensitasnya tinggi diantara kemacetan jalan raya yang 

persoalannya tidak mudah terurai. transportasi onlinemenjadi pilihan 

karena keunggulannya yang tepat waktu dan ongkos yang terjangkau. 

Saat ini dua perusahaan mendominasi pamor transportasi online 

yaitu perusahaan Gojek dan Maxim, persaingan kedua transportasi 

online ini semakin ketat dalam hal persaingan usaha. Persaingan 

Usaha pada umumnya mengatur tindakan, perilaku dan perbuatan 

                                                     
6 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2013), 5. 
7 Abbas Salim, Manajemen Transportasi ,Cet 6,. 
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termasuk perjanjian yang dilarang yang dilakukan pada satu pihak 

bahkan lebih pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya 

dimana adanya pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi, baik 

sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
8
 

Namun, dalam persaingan usaha yang sehat dapat berdampak 

positif untuk pengusaha yang saling berkompetisi atau bersaing karna 

dapat menghasilkan upaya-upaya peningkatan produktivitas, efisiensi 

dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan 

Islam melarang adanya persaingan usaha secara bebas yang 

menghalalkan segala cara, jelas hal ini sangat bertentangan dengan 

prinsip-prinsip muamalah. Karna pada dasarnya islam memerintahkan 

umatnya untuk membuat kebaikan, yang artinya bahwa persaingan 

bukan sebagai usaha yang mematikan pesaing lainnya, tetapi untuk 

memberikan hasil yang terbaik bagi usahanya. Islam sebagai agama    

yang    besar    dan     diyakini     paling     sempurna     telah 

mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan 

tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak 

melaksanakan ajaran- ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam 

seharusnya dapat menggali inner dynamics sistem etika yang berakar 

dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip 

bisnis modern yang dipraktekkan perusahaanperusahaan besar dunia 

sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
9  Prinsip 

kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. 

Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus 

membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. 

Transparansi baik dalam laporan keuangan, maupun laporan 

lain yang relevan. Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para 

Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. 

Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam 

menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. 

Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu 

ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang 

lain sebagai bentuk dari keadilan Rasulullah SAW menjadikan contoh 

bagaimana bersaing secara sehat dan baik dengan memberikan 

pelayanan yang baik dan jujur dengan kondisi barang dagangan dan 

melarang kolusi yang ada dalam persaingan bisnis karna 

menyebabkan perbuatan dosa dan harus dijauhi. 

Sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, sebagai 

                                                     
8 Dan Mustafah Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012, 1). 
9 Norvadewi, “BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” Jurnal AL-TIJARY, 

Vol. 01, No. 01, Desember (2015), H. 38-39. 
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berikut : 
ٰتأَْكُلُوْٰ ٰبِِآَ  وَلََ ٰوَتدُْلُوْا ٰباِلْبَاطِلِ نَكُمْ ٰبَ ي ْ ٰامَْوَالَكُمْ ٰامَْوَالِٰٰٓ  ا ٰمِّنْ ٰفَريِْ قًا ٰلتَِأْكُلُوْا ٰالُْْكَّامِ اِلََ

ٰوَانَْ تُمْٰتَ عْلَمُوْنَٰٰالنَّاسِٰ ثِْْ  ٰࣖباِلَِْ
Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 

yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 

para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian 

harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. 

Pada masing-masing pelaku usaha akan mampu meningkatkan 

target penjualan tanpa harus merugikan pihak lain. Karena Islam 

mengajarkan untuk melakukan kebaikan, dan ini dijadikan sebagai 

dasar atau praktek dalam usaha.
10

 

Kegiatan persaingan usaha pada tahun ke tahun semakin 

berkembang, karna perkembangan teknologi inilah, manusia 

berlomba-lomba menciptakan sesuatu barang atau jasa yang bisa 

didukung melalui tenaga berbasis teknologi. 

Contoh seperti jasa transportasi online yang dibentuk oleh 

beberapa perusahaan seperti Gojek dan Maxim. Semenjak adanya 

Transportasi Online ini banyak sekali kemudahaan dan kelancaran 

khususnya bagi masyarakat guna melakukan aktivitas sehari hari pada 

umumnya. Dengan adanya aplikasi transportasi online, banyaknya 

kemudahan yang di dapatkan. 

Transportasi online menarik untuk diteliti karena fenomena 

persaingan yang ketat antar kedua perusahaan yaitu Gojek dan 

Maxim untuk menjadi yang terdepan dan unggul agar menjadi 

penguasa pasar. Untuk mewujudkan hal itu maka kedua perusahaan 

menciptakan strategi dan maupun inovasi agar masyarakat selalu 

menggunakan masing-masing aplikasi transportasi online tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ditinjau dari 

perspektif hukum persaingan usaha, kondisi dan tantangan dalam 

penyelenggaraan aplikasi transportasi online tidak lain adalah 

berkenaan tejadinya persaingan usaha, ditakutkannya terjadi 

persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli. Maka dari itu 

semua diatur pada hukum persaingan usaha, di timbulkan minat 

konsumen pada jasa transportasi online karna mungkin kecocokan 

harga, atau bisa juga karna kualitas yang diberikan oleh jasa 

transportasi online.
11

 

                                                     
10 Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarata: UPP AMP YKPN, 2004), 

250. 
11 Dan M. Karebet Widjajakusuma Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islam 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 95. 
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C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, difokuskan terlebih dahulu untuk 

mecegah terjadi perluasan pembatasan yang nantinya tidak sesuai 

dengan tujuan penelitian. Disini, penulis memfokuskan 

permasalahan Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online pada 

Gojek dan Maxim untuk meneliti permasalahannya peneliti 

menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang cocok 

karena penelitian ini memerlukan data-data yang bukan terdiri 

dari angka-angka melainkan literature kepustakaan yang 

mendukung sebagai data yang sah 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis 

menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah praktik Persaingan Usaha Transportasi 

Online pada Gojek dan Maxim? 

2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang Praktik 

Persaingan Usaha pada Gojek dan Maxim? 

E. Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Praktik Persaingan Usaha Transportasi 

Online pada Gojek dan Maxim. 

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap 

Persaingan Usaha Transportasi Online pada Gojek dan 

Maxim. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu sesuatu yang bisa tercapai oleh 

penulis dalam penelitian. Dalam hal ini kegunaan atau manfaat 

penelitian dibedakan menjadi dua yaitu teoritis dan praktis. 

1. Secara teoritis, peneliti mengharapkan bisa memberikan 

pemahaman terhadap masyarakat tentang Pandangan Hukum 

Islam tentang Praktik Persaingan Usaha Transportasi 

Online, dan diharapkan dapat membuat khazanah 

pemikiran dan civitas akademik Fakultas Syariah dan 

Hukum Jurusan Muamalah. 

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Yang dimaksudkan adalah untuk sebagai salah satu 

syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar 
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Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung. 

b. Yaitu sebagai pacuan para pengusaha dalam berbisnis 

dan memasuki persaingan usaha yang sehat dalam dunia 

usaha yakni persaingan yang wajar, adil dan fair. 

c. Yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum 

ekonomi syariah dimasa yang akan datang khususnya 

dibidang bisnis. 

 

 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk menunjukan keaslian penelitian dan menghindari 

terjadinya kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai 

pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut ini adalah 

beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu : 
1. Eva Sari “Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha 

Beda Harga pada Pasar Buah Bambu Kuning”. Perbedaan harga 

dalam jual beli buah-buahan di Pasar Bambu Kuning Bandar 

Lampung adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan 

harga yang berlaku saat itu, juga beberapa faktor yang 

membedakan harga, dari kualitas buah, lokasi dagang 

pedagang, pengaruh kenaikan bbm, kenaikan pupuk dapat 

mempengaruhi beda harga yang dijual belikan para pedagang 

buah di Pasar Bambu Kuning.
12 Tinjauan hukum Islam tentang 

perbedaan harga dalam jual beli buah-buahan di Pasar Bambu 

Kuning di Bandar Lampung adalah diperbolehkan (mubah), 

karena telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana 

terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai 

dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan mekanisme 

pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil 

dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan juga telah 

memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, sehingga jual beli ini 

                                                     
12 Eva Sari, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSAINGAN 

USAHA BEDA HARGA ( Studi Pada Pasar Buah Bambu Kuning Bandar Lampung 

) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Sebagai Syarat Guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S . H ) Dalam Ilmu Syariah Oleh : M U ’ A,” 

2017. 
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hukumnya sah. 

2. Indah Harum Rezeki “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik 

Persaingan Usaha Pada Pasar Modern dan Tradisional”. Unsur 

praktik persaingan usaha yang dilakukan oleh Indomaret dengan 

fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh pihak Indomaret membuat 

konsumen lebih tertarik berbelanja di Indomaret dibandikan 

dengan warung eceran. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh 

warung eceran tidak mampu bersaing dengan Indomaret dan 

membuat konsumen lebih tertarik berbelanja di Indomaret 

dibandingkan berbelanja di warung eceran.
13  Tinjauan hukum 

Islam tentang praktik persaingan usaha pada pasar modern dan 

tradisional adalah  diperbolehkan (mubah),  karena  telah  sesuai 

dengan persaingan usaha dalam ekonomi Islam dan etika bisnis 

dalam Islam. Praktik persaingan usaha yang dilakukan oleh pihak 

Indomaret sesuai dengan syariat Islam. Tidak adanya 

kemudharatan dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang 

oleh hukum Islam. 

3. Chris Agave Valentin Berutu ”Analisis Hukum Persaingan Usaha 

Tidak Sehat pada Pengadaan Alat Kesehatan”. Terdapat tiga 

bentuk persekongkolan vertikal, horizontal, dan gabungan 

(vertikal dan horizontal).
14  Untuk mengetahui apakah suatu 

tindakan dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender harus 

memenuhi unsur-unsur pelaku, bersekongkol, mengatur atau 

menentukan pemenang persaingan usaha yang tidak sehat. 

Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan sebagaimana 

disebutkan diatas melakukan persekongkolan horizontal dan 

terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1999. 

Perbedaan Penelitian ini dan Penelitian sebelumnya adalah 

terletak pada objek dan periodenya, pada penelitian ini di tunjukan 

bahwa belum pernah dilakukan penelitian serupa, kemudian untuk 

waktu periodenya penelitian sebelumnya pernah dilaksanakan pada 1 

                                                     
13 Indah Harum Rezeki, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan 

Usaha Pada Pasar Modern Dan Tradisional,” N.D. 
14 Chris Agave Valentin Berutu, Skripsi: Analisis Hukum Persaingan Usaha 

Tidak Sehat Pada Pengadaan Alat Kesehatan (Medan: Universitas Sumatra Utara, 

2018). 



21  

 

atau 2 tahun yang lalu dan bisa saja hasilnya berbeda antara penelitian 

sebelumnya dan penelitian yang sekarang 

 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai 

jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan 

penafsiran fakta-fakta.
15

 

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa 

metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam 

suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan.
16 

Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (research) 

menggunakan penelitian kualitatif. Maka dalam penelitian ini 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Pada jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

(Field Research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang datanya di ambil dari 

lokasi atau lapangan baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian 

kualitatif yaitu bertujuan menghasilkan data deskriptif yakni 

berupa kata-kata lisan dan perilaku yang diamati. Penelitian ini 

juga menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan tambahan 

dalam menyusun karya ilmiah 

2. Sumber adalah subjek pada data yang diperoleh,
17  adapun 

sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh atau bersumber 

langsung dari objek penelitian atau responden. Adapun 

sumber data primernya diperoleh dari pegawai di kantor 

Gojek dan Maxim 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak 

lain, yang berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang 

                                                     
15  Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1997), 1. 
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1986), 7. 
17 Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarata: Gajah 

Mada University Press, 1998), 78. 
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lain yang mempunyai relevasi permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian. 

 

3. Teknik Pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah metode utama dalam pengumpulan data 

yang alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya 

dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam dunia kehidupan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

secara lisan, bertatap muka, dan mendengarkan informasi-

informasi yang akan disampaikan. Adapun yang 

diwawancarai dalam penelitian ini yakni para karyawan 

kantor Gojek dan Maxim. Hal ini dilakukan untuk dapat 

memperoleh informasi yang menarik.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih 

dekat dengan percakpan, memerlukan interprestasi yang 

berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman 

peristiwa tersebut. Salah satu metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Pustaka. Metode penelitian 

pustaka yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai macam 

materi yang terdapat dalam ruangan kepustakaan. Metode 

pengumpulan data dengan metode kepustakaan yang 

dimaksud adalah dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat bahan dari berbagai literatur yang terdapat di 

perpustakaan yang relevan dengan pembahasan dalam 

penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik 

Persaingan Usaha Transportasi Online. 

Materi yang ada diperpustakaan diantaranya ialah yang 

bersumber dari Al-Qur’an, Hadist, Buku Fiqh, Buku 

perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan 

dengan pembahasan tersebut. Dalam hal ini penulis merujuk 

buku-buku yang membahas mengenai praktik persaingan 

usaha 

4. Pengolahan Data  

Data yang diperoleh melalui serangkaian metode, baik 

interview dan wawancara dengan beberapa narasumber, 

kemudian dipilih, di dokumentasikan, dan dikodifikasikan untuk 

kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mebahas 
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penelitian ini. Data primer tersebut diolah secara sistematis dan 

secara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka, dalam arti 

bahwa laporan penelitian yang dihasilakn adalah serangkaian 

gambaran kejadian dan kajian analisis ilmiah yang berupa 

pemikiran-pemikiran, bukan dalam bentuk angka-angka tertulis 

5. Analisis Data 

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh, maka 

selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data 

merupakan proses bagaimana data-data yang sudah diperoleh dan 

dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan 

maupun kepustakaan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan 

metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, 

menggambarkan dan menyimpulkan fenomena data-data yang 

dikumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah 

yang diteliti dan terjadi dilapangan.
18

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam 

penulisan skripsi agar para pembaca dapat mudah memahami skripsi 

ini. Adapun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu: 

1. Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan 

permasalahan- permasalahan yang terkait dengan pembahasan 

skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelesan tentang skripsi 

ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar 

Belakang, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

2. Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Pengertian, Dasar 

Hukum, Persaingan Usaha dalam Hukum Islam dan Pengertian, 

Konsep, dan Tujuan Etika Bisnis Islam. 

3. Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas 

terkait Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah, Letak 

Geografis, macam-macam Layanan Jasa dalam Aplikasi Gojek dan 

Maxim, dan Sistem Praktik Persaingan Usaha Transportasi Online 

antara Gojek dan Maxim. 

4. Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang 

membahas mengenai, Praktik Persaingan Usaha Transportasi 

                                                     
18 Jiko Subagio, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), 41. 
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Online antara Gojek dan Maxim, Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Persaingan Usaha Transportasi Online antara Gojek dan Maxim. 

5. Bab Kelima dari penelitian ini berisi penutup, dalam bab ini 

peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan 

Rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Usaha 

1. Pengertian Usaha 

Persaingan berasal dari kata dasar “saing” yang berarti berlomba 

atau (mengatasi, dahulu mendahului), dengan kata lain yakni usaha 

untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang di lakukan 

perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, 

dan pertahanan. Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan 

individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu 

untuk mencapai kemenangan tertentu.
1
 

Pesaing merupakan perusahaan yang menghasilkan atau menjual 

barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang di 

tawarkan. Kualitas manusia akan meningkat akibat adanya persaingan 

yang sehat. Manusia pesaing adalah orang-orang yang secara sadar 

berlatih dan bekerja keras untuk bersaing dan memenangkan 

persaingan itu. 

Persaingan yang tidak terkendali dalam jalan positif akan 

menimbulkan perpecahan bahkan peperangan yang banyak 

menciptakan banyak korban jiwa maupun harta. Banyak ajaran dan 

nilai spiritual yang mengajarkan manusia untuk hidup rukun dan 

damai tanpa menciptakan kekerasan yang merugikan, tetapi sejarah 

manusia telah \mencatat, bahwa manusia adalah pencipta 

kekerasandan manusia memiliki karakter untuk membangun sekaligus 

menghancurkan.
2
 

Menurut Arie Susanto yang dimaksud dengan hukum persaingan 

usaha (competition law) adalah instrument hukum yang menetukan 

tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.
3  Menurut 

Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan 

hukum yang mengtaur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan 

persaingan usaha, yang mencangkup hal-hal yang boleh dilakukan dan 

hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.
4 

 

Dari sebagian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang 

                                                     
1 Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan 

Undangundang No. 5 Tahun 1999 (Surabaya: Laros, 2008), 19. 
2 Husein Umar, Study Kelayanan Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2007), 71. 
3 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. 
4 Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2008), 34. 
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lingkup hukum persaingan usaha adalah hal-hal yang berhubungan 

dengan prilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

usahanya, agar usaha para pelaku usaha yang dilakukan tersebut tidak 

merugikan kepentingan orang/ pihak lain (umum), dan searah dengan 

tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang. 

Suatu perusahaan jarang sekali hanya berdiri sendiri dalam menjual 

ke suatu pasar pelanggan tertentu. Perusahaan bersaing dengan 

sejumlah pesaing. Pesaing-pesaing ini harus diidentifikasi, dimonitori 

dan disiasati untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan. 

Ada tiga macam bentuk dasar industri/pasar yang dibagi 

menjadi tiga bagian yakni : persaingan sempurna, monopoli, dan 

persaingan tidak sempurna. Adapun sebagai berikut: 
5
 

a. Persaingan Sempurna 

Persaingan Sempurna yaitu dicirikan oleh sifat produk yang 

homogen, semua perusahaan mengetahui akan pasar, teknologi 

dan akses kepada pemasok sama, tidak ada hamabatan keluar 

masuk bagi perusahaan lama dan baru, banyak penjual dan 

pembeli sehingga harga bergantung pada pasar. Seperti yang 

telah dikatakan bahwa dalam menghadapi persaingan suatu 

perusahaan dapat bertahan dan unggul jika memiliki 

keunggulan atas biaya dan keunggulan produk, disamping 

tentunya peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Namun 

bagi sebagian pelaku usaha, persaingan sering dipandang 

sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan, karena dalam 

persaingan itu ada beberapa unsur yang berimplikasi kerugian. 

Jika banyak pelaku usaha yang terlibat proses persaingan, maka 

keuntungan semakin berkurang. Untuk bisa menang dalam 

persaingan sering pelaku usaha harus menekan harga untuk 

merebut konsumen, penekanan harga ini tentunya akan 

berakibat berkurangnya keuntungan yang diperoleh. Dengan 

demikian adalah merupakan suatu yang logis kepada para 

pelaku usaha memilih untuk tidak bersaing, tindakan seperti ini 

digunakan karena ingin memonopoli pangsa pasar dengan 

menyingkirkan pesaing secara tidak wajar (anti persaingan). 

b. Monopoli 

Monopoli merupakan lawan dari persaingan sempurna, 

                                                     
5 Adhiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 

(Jakarta: Salemba Empat, 2001), 44. 
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karena hanya ada satu penjual dengan produk yang sangat 

unik, tidak ada produk pengganti sehingga penjual dapat 

mempengaruhi harga. 

c. Persaingan tidak sempurna 

Persaingan Tidak Sempurna terdiri dari dua bentuk, yakni 

monopolistik dan oligopoli, monopolistik dicirikan banyak 

penjual namun produk-produknya memilki perbedaan sehingga 

produk-produk ini bersaing atas dasar harga tetapi produk 

berbeda. tindakan ini yang bersifat menghalangi atau mencegah 

terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari 

persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini 

digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi 

monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan 

pesaing secara tidak wajar. 

d. Oligopoli  

Oligopoli dicirikan sedikitnya penjual produk relatif homogen, 

perubahan harga yang dilakukan oleh salah satu produsen akan 

menimbulkan reaksi produsen lain. 

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha 

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur 

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana ekonomi 

diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak 

langsung dalam Pasal 33 UUD dimana demokrasi memiliki ciri khas 

yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota 

masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus 

mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. 

Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam 

menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun 

undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum 

dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha 

didalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.246
 

Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat di Indonesia terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 

                                                     
6  Veithzal Revai, Islamic Business And Economic Ethich (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), 275. 
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(satu) tahun sejak diundangkan.257
 

Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi 

dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha. 

Pengaturannya terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-

undangan yang tersebar secara terpisah (sporadis) satu sama lain. 

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai 

berikut: 

a. Pasal 382 Bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

b. Pasal 1365 KUHPerdata. 

c. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

d. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 

Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri. 

e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 

f. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 

14 Tahun 1997 tentang Merek. 

g. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 

h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

i. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 

j. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan 

Terbatas Peraturan. 

k. Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum 

Keberadaan. 

UU No. 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha juga 

dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait 

lainnya baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan 

Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat 

Edaran (SE), maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam 

bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma). 

Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari 

timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka (6) UU No. 

5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat 

                                                     
7 Knud Hansen, Undang-Undang Praktek Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat (Jakarta: Katalis, 2002), 38. 
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adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan 

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan 

usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan 

dalam bentuk perjanjian dan kegiatan sebagaimana diatur dalam UU 

No. 5 Tahun 1999. 

3. Persaingan Usaha Dalam Ekonomi Islam 

Seorang muslim bila menjual barang, harus dengan senang hati, 

gembira, ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. 

Begitu pula bila seorang muslim membeli suatu barang haruslah 

bersikap sopan dan tidak membuat kesal si penjual. Usahakan agar 

terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka, tidak bersitegang 

dengan penjual.
8
 

Persaingan dalam usaha menurut syari’at Islam bahwasanya 

bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin 

silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, 

kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah-kaidah 

Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh 

aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan 

persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah Berfirman dalam 

Surat Al-Qashah Ayat 77: 

 

كَٰمَآٰ  وَابْ تَغِٰفِيْمَا نْ يَاٰوَاَحْسِنْ وُٰالدَّارَٰالَْ خِرَةَٰوَلََٰتَ نْسَٰنَصِيْبَكَٰمِنَٰالدُّ ٰٓ  ا ت ىكَٰاللّ 
وُٰاِليَْكَٰوَلََٰتَ بْغِٰالْفَسَادَٰفِِٰالََْرْضِٰ ٰالْمُفْسِٰٓ  اَحْسَنَٰاللّ  وَٰلََٰيُُِبُّ  دِيْنَٰاِنَّٰاللّ 

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di 

dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.” (Qs. Al-Qasas :77) 
 

Dari pengertian diatas, bahwa dalam melakukan sesuatu hal 

kepada manusia haruslah dengan cara yang baik dan jangan berbuat 

yang tidak baik atau kerusakan, agar Allah memberikan kebahagiaan di 

dunia dan akhirat. Dalam dunia perdagangan (persaingan bisnis), 

Islam sebagai salah satu aturan hidup yang khas, telah memberikan 

aturan-aturan yang jelas dan rinci tentang hukum dan etika persaingan, 

serta telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Hal itu 

                                                     
8  A. Darussalam, Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis (Makasar: Alaudin 

University Press, 2011), 24 
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dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan-

persaingan yang tidak sehat. Paling tidak ada tiga unsur yang perlu 

untuk dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam 

yaitu: 

a. Pihak-Pihak yang Bersaing 

Manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. 

Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya 

tentang bisnis yang digelutinya. Hal terpenting yag berkaitan 

dengan faktor manusia adalah segi motivasi dan landasan 

ketika ia menjalankan praktik bisnisnya, termasuk 

persaingan yang terjadi di dalamnya. Bagi seorang muslim, 

bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh 

dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia 

peroleh tersebut adalah rezeki tidak akan lari ke mana- 

mana. Bila bukan rezekinya, sekuat apa pun orang 

mengusahakan, ia tidak mendapatkannya.
9
 

Begitupun sebaliknya, tugas manusia adalah melakukan 

usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaik-

baiknya. Salah satunya dengan jalan berbisnis. Ia tidak 

sedikit pun akan kekurangan rezeki atau kehilangan 

rezekinya hanya karena anggapan rezeki itu “diambil” 

pesaingnya. Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang 

dari Allah SWT akan menjadi kekuatan ruhiyah bagi 

seorang pebisnis muslim. Keyakinan ini menjadi landasan 

sikap tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis, 

ia senantiasa sandarkan segala sesuatunya kepada Allah, 

Manakala bisnisnya memenangkan persaingan, ia bersyukur. 

Sesuai firman Allah dalam Surah Al-Mulk ayat 15: 

ٰوَالِيَْوِٰٰٓ  ٓ  ىُوَٰالَّذِيْٰجَعَلَٰلَكُمُٰالََْرْضَٰذَلُوْلًَٰفاَمْشُوْاٰفِْٰمَنَاكِبِهَاٰوكَُلُوْاٰمِنْٰرِّزْقِو
 ٰالنُّشُوْرُٰ

 Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan 

mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya 

dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya 

kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Qs. Al-Mulik: 15) 

Sebaliknya, ketika terpuruk dalam bersaing, ia bersabar. 

Intinya, segala keadaan ia hadapi dengan sikap positif 

tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah 

perintahkan kepadanya. Insya Allah perasaan stress atau 

                                                     
9 Zainal Abidin Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 

2000), 153. 
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tertekan semestinya tidak menimpa pebisnis muslim. Dalam 

hal kerja, Islam memerintahkan setiap muslim untuk 

memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana telah 

memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam 

kebaikan. 

Dengan landasan ini, persaingan tidak lagi diartikan 

sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan 

untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya. 

Tak salah kiranya jika dalam Islam senantiasa mengajarkan 

kepada umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi, dan 

itu harus dibuktikan dengan cara berlomba-lomba dalam 

kebaikan. Sehingga jika setiap pebisnis mau memegang 

prinsip itu, maka besar kemungkinan bahwa kompetisi yang 

ada bukanlah persaingan untuk mematikan yang lain. tetapi 

lebih ditekankan sebagai upaya untuk bisa memberikan yang 

terbaik bagi orang lain dengan usaha yang ia kelola. 

b. Segi Cara Bersaing 

Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, bisnis 

juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur 

masalah muamalah. Karenanya, persaingan bebas yang 

menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus 

dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip 

muamalah islami, oleh karena itu harus dihilangkan. Dengan 

usaha yang ia kelola. Sedangkan praktik persaingan yang 

harus dikedepankan adalah bersaing secara sehat, tidak 

saling manjatuhkan. Dalam berbisnis, setiap orang akan 

berhubungan dengan pihak- pihak lain seperti rekanan bisnis 

dan pesaing bisnis. 

Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis 

muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik 

kepada mitra bisnisnya. Hanya saja, tidak mungkin bagi 

pebisnis muslim bahwa pelayanan terbaik itu diartikan juga 

memberikan “servis” dengan hal yang dilarang syariah. 

Dalam berhubungan dengan rekanan bisnis, setiap pebisnis 

muslim haruslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang 

berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad, haruslah 

sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi. Misalnya saja, 

memberikan sampel produk dengan kualitas yang sangat 

baik, padahal produk yang dikirimkan itu memiliki kualitas 

jelek.
10  Rasulullah saw. memberikan contoh bagaimana 

                                                     
10 Aziz Abdul, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 62. 
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bersaing dengan baik. Ketika berdagang Rasul tidak pernah 

melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. 

Walaupun ini tidak berarti Rasulullah berdagang seadanya 

tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang beliau lakukan 

adalah memberikan pelayanan yang sebaik- baiknya dan 

menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur, 

termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Secara alami, 

hal-hal seperti ini ternyata justru mampu meningkatkan 

kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa 

menghancurkan pedagang lainnya. 

Prinsip ini yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah 

kegiatan yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi 

prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak 

mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk 

riba. Konstruksi perjanjian berdasarkan hukum Islam, selain 

harus memenuhi rinsip bermu’amalah juga harus terpenuhi 

rukun dan syarat sahnya perjanjian. Di samping itu, ada 

ketentuan tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan 

larangan bekerjasama melakukan suatu dosa, serta adanya 

kecakapan bagi pihak-pihak untuk melakukan perbuatan 

hukum.
11

 

Sementara itu, kaitannya dengan cara berbisnis yang 

islami negara harus mampu menjamin terciptanya sistem 

yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak 

diberkenan memberikan fasilitas khusus kepada seseorang 

atau sekelompok bisnis tertentu semisal tentang teknologi, 

informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau 

penghapusan pajak. Praktik kolusi sebagai contoh hal yang 

dibenci dalam Islam. 

Maka dari itu pemberian fasilitas, kenyamanan, 

keamanan dalam berbisnis harus diberikan sama dan rata 

oleh pemerintah kepada siapapun yang menjalankan bisnis, 

dan yang lebih penting harus benar-benar disesuaikan 

dengan aturan syari’ah. 

c. Hal/Objek yang dipersaingkan 

Selain pihak yang bersaing, cara bersaing Islam 

memandang bahwa produk (baik barang/jasa) merupakan hal 

terpenting dalam persaingan bisnis. Islam sendiri memberikan 

penegasan bahwa barang atau produk yang dipersaingkan 

                                                     
11 Linda Firdawati, “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam,” Asas 3, no. 

5 (2011). 
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harus mempunyai satu keunggulan.
12 Dan beberapa 

keunggulan produk yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut. 

1) Produk 

Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus 

halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, 

kualitasnya terjamin dan bersaing. 
2) Harga 

Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk 

harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan 

membanting harga untuk menjatuhkan pesaing. 
3) Tempat 

Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan 

nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang 

diharamkan seperti barang ynag dianggap sakti untuk 

menarik pengunjung. 

4) Pelayanan 

Islam juga sangat menekankan pentingnya sebuah 

pelayanan dalam usaha bisnis. Suatu bisnis akan 

senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang 

dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan 

keramahan,    senyum kepada para konsumen akan semakin 

baik dalam berbisnis. 

B. Perjanjian yang Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu 

perbuatan denganmana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.
13 Pada Pasal 1313 KUHPerdata 

mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum di bidang 

harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang 

satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) 

saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak 

atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban 

untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.
14

 

                                                     
12 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013), 32 
13  Syamsul Ma’arif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di 

Indonesia,” Hukum Bisnis 19 (2002): 12. 
14 Insan Budi Maulana, Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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Berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan 

sesuatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari 

perjanjian itu. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perjanjian 

adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, 

atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal. 

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara khusus 

mengenai apayang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian dalam 

Pasal ini didefinisikan sebagai: suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 

usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha 

lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 

Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:33
15

 

1. Perjanjian Ologopoli 

Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan 

perjanjian oligopoli yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk 

menguasaiproduksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa 

yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat. 

 

 

2. Perjanian Penetapan Harga 

UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan 

perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu 

barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau 

pelanggannya. UU No. 5 Tahun 1999 membagi perjanjian 

penetapan harga kedalam beberapa jenis yaitu: 

a. Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) 

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa 

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya untukmenetapkan harga atau suatu barang dan/atau 

jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada 

pasar bersangkutan yang sama 

b. Perjanjian Diskriminasi Harga (Price Discrimination 

Agreement) 

                                                                                                                 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 48. 

15 Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian Dan 
Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia 

(Yogyakarata: Aswaja Pressindo, 2013), 35. 
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Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap 

perjanjian diskriminasi harga, dimana bunyi Pasal tersebut 

antara lain: “Pelaku usaha dilarangmembuat perjanjian yang 

mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan 

harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli 

lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.” 

c. Harga Pemangsa atau Jual rugi (Predatory Pricing) 

Predatory pricing adalah salah satu bentuk strategi yang 

dilakukan olehpelaku usaha dalam menjual produk dengan 

harga dibawah biaya produksi (average cost atau marginal 

cost). Tujuan utama dari predatory pricing untuk 

menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga 

mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk 

masuk ke dalam pasar yang sama. 

d. Penetapan Harga Jual Kembali (Resale Price Maintenance) 

Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: 

“Pelaku usaha   dilarang   membuat   perjanjian   dengan    

pelaku    usaha    lain yang membuat persyaratan bahwa 

penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok 

kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga 

yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha 

tidak sehat.” 

e. Perjanjian Pembagian Wilayah (Market Division) 

Prinsipnya perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi 

wilayah pemasaran diantara mereka akan berakibat kepada 

eksploitasi terhadap konsumen, dimana konsumen tidak 

mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun 

harga. UU No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan tersebut 

dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang 

bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar 

terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

C. Kegiatan Ynag Dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan atau 

perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau 

kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) 

secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya.
16 

                                                     
16  Asril Sitompul, Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 76. 
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Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah 

sebagai berikut:
17 

1. Monopoli UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 17 menyebutkan bahwa: 

a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat. 

b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan 

atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila. 

1) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada 

subtitusinya dan mengakibatkan pelaku usaha lain tidak 

dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa 

yang sama; 

2) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar 

atau jenis barang atau jasa tertentu. 

2. Monopsoni 

Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku 

usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi 

pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar 

bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha 

patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau 

menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau satu jenis barang atau 

jasa tertentu. 

3. Penguasaan Pasar 

Penguasaan Pasar adalah dilarang melakukan satu atau 

beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan 

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa 

menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama 

atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku 

usaha tertentu atau membatasi peredaran dan penjualan produk 

atau melakukan diskriminasi (Pasal 19) melakukan jual rugi untuk 

                                                     
17 Suhasril Dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), 121. 
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menyingkirkan pesaing (Pasal 20) dengan curang menetapkan 

biaya produksi dan biaya lainnya (Pasal 21). 

4. Persekongkolan 

Kegiatan persekongkolan adalah persekongkolan dengan 

pihak lain untuk mengatur dan menentukan tender kolusif 

(Pasal 22), bersekongkol mendapatkan rahasia Perusahaan 

pesaing (Pasal 23), bersekongkol untuk menghambat produksi 

dan pemasaran pesaing (Pasal 24). 
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

UU No. 5 Tahun 1999 dalam pengaturannya diawasi oleh suatu 

komisi pengawas. Dasar hukum pembentukan komisi pengawas 

adalah Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan: “Untuk mengawasi 

pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha”. Selain itu pembentukan ini didasarkan pada 

Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa 

pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan 

melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk 

berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Keppres No 75 Tahun 1999 tertanggal 8 

Juli 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau 

KPPU.
18

 

1. Kedudukan KPPU 

UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa komisi adalah lembaga 

independen, hal ini berarti komisi pengawas bebas dari pengaruh dan 

kekuasaan pemerintah. Presiden Republik Indonesia secara eksplisit 

menegaskan kembali hal ini dalam Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Presiden 

tertanggal 8 Juli 1999 tersebut. Hal ini merupakan penegasan secara 

formal kewajiban pemerintah untuk tidak mempengaruhi komisi 

dalam menerapkan undang-undang. 

KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas 

ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga 

berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha 

yang kondusif, meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum 

khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga 

peradilan khusus persaingan usaha. 

Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik 

pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga 

administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah 

kewenangan administratif, sehingg sanksi yang dijatuhkan merupakan 

                                                     
18 Budi L. Kagramanto, “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU”,” 

Ilmu Hukum Yustisia 3, No. 2 (2007): 9. 
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sanksi administratif. 

Ada dua alasan dari pembentukkan lembaga KPPU ini, yakni: 

Pertama, alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu 

dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu 

lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan 

rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan 

lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. 

Adapun alasan yang kedua adalah alasan sosiologis, yakni alasan 

sosiologis dijadikan dasar pembentukan KPPU adalah menurunnya 

citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta 

beban perkar pengadilan yang sudah menumpuk dapat dikatakan 

bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi 

juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan 

tersebut meliputi penyidikan, penuntutan konsultasi, memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara. 

2. Wewenang dan Tugas KPPU 

Dalam kedudukannya sebagai pengawas, UU No. 5 Tahun 1999 

Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus 

kepada KPPU. Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi 

dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif 

adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. 

KPPU berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, 

dan posisi dominan. KPPU juga berwenang melakukan 

penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikandan/atau 

pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan 

menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta 

keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti 

dokumen dan alat bukti lain memutus dan menetapkan, serta 

menjatuhkan sanksi administatif. Adapun wewenang pasif adalah 

menerima laporan dari masyarakat dari atau pelaku usaha tentang 

dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 

tidak sehat. 

E. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam 

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan 

salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. 

Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di 

mana perilak bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, 

berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya 

dengan selamat.37 Selanjutnya menurut A. Hanafi dan Hamid Salam 
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sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin, etika bisnis Islam merupakan 

nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan 

dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadist, yang bertumpu pada 6 

prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, 

pengetahuan, dan keadilan. Dan perilaku bisnis Islami tercermin 

dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda 

bisnisnya selalu memiliki motivasi dan perilaku Qur’an, perlunya 

berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan. Hal itu 

sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Hasyr ayat 18: 
وَٰوَلْتَ نْظرُْٰنَ فْسٌٰمَّاٰقَدَّمَتْٰلِغَدٍٰٓ  يٰ  اِنَّٰاللّ وَٰٓ  وَات َّقُواٰاللّ وَٰٰٓ  ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُواٰات َّقُواٰاللّ 

رٌٰ  بِاَٰتَ عْمَلُوْنَٰٓ  خَبِي ْ
 Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Qs. Al-Hasyr: 

18) 

2. Konsep Etika Bisnis Islam 

Secara khusus Islam telah menetapkan nilai-nilai atau etika yang 

harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika dalam 

berdagang (berbisnis) yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan 

ekonomi. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai 

perdagangan atau perniagaan merupakan tolok ukur kejujuran, 

kepercayaan dan ketulusan.
19

 Menurut Issa Rafiq Beekun konsep etika 

bisnis Islam antara lain: 

a. Keesaan (Tauhid) 

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam 

adalah kepercayaan total dan murni keesaan Tuhan. Konsep 

Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam, ia memadukan 

berbagai aspek dalam kehidupan manusia yaitu politik, 

ekonomi, sosial, dan keagamaan serta menekankan gagasan 

mengenai konsisten dan keteraturan. Hubungan vertikal ini 

merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa 

syarat dihadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, 

serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya. Tauhid dalam 

bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk 

berkeyakinan bahwa benda adalah milik Allah semata, ini adalah 

konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati 

adalah satu baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama 

                                                     
19 Ahmad Khumaidi Ja'far “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum 

Bisnis Islam,” Asas 6, no. 1 (2014). 
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adalah berasal dari sitem nilai yang paling terintegrasi yang 

terkait dan konsisten. Tauhid hanya cukup dianggap sebagai 

keyakinan tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus 

dijalankan dalam mengelola kehidupan ini. Hakikat tauhid 

dalam islam itu sendiri adalah penyerahan diri yang bulat 

kepada kehendak Allah baik menyangkut ibadah maupun 

muamalah. 

Agama islam merupakan perilaku bagi orang yang 

muslim untuk melakukan kewajiban yang harus dilakukan dan 

dilarang oleh agama tersebut. Hal ini suatu keyakinan terhadap 

kenyataan yang ada. Bahwasannya agama merupakan proteksi 

bagi pribadi manusia masing-manusia di dunia. Agar supaya, 

terhindar dari perkara yang tidak baik. Adapun agama islam 

mengajarkan hal-hal untuk menjadi manusia yang percaya dan 

iman pada tuhan dan melakukan kewajiban yang diperintah 

maupun yang dilarangnya (Tauhid). 

Dengan kata lain, umat Islam itu di samping memiliki 

kesalehan ritual, juga harus memiliki kesalehan sosial. Umat 

Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai 

ketauhidannya kepada Allah SWT dalam kegiatan 

sehariharinya, baik dalam kegiatan politik, sosial, maupun 

ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam 

muamalah kita sehari-hari misalnya dalam kegiatan ekonomi 

seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi. 

Nilai-nilai tauhid dalam beribadah, tampak jelas dan 

merupakan sesuatu yang lumrah, karena ibadah itu pasti 

didasari oleh keimanan atau ketauhidan kepada Allah. Tetapi 

dalam bermuamalah, justru menampakkan sedikitpun nilai-nilai 

tauhid yang ada pada dirinya untuk melakukan kewajiban 

sebagai umat islam. Banyak orang yang tidak pernah 

meninggalkan shalat, tetapi jarang juga yang meninggalkan 

maksiat. Banyak orang yang rajin puasa, tetapi tekun juga 

berkata dusta. Banyak orang yang sering mengerjakan ibadah 

haji dan umrah, tetapi sering juga menipu orang dalam bertijrah 

(berdagang). 

b. Adil 

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan 

untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap 

moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada 

keadaan keharusan adanya fungsi social bagi seluruh benda, 

melalui prinsip keseimbangan pelaku ekonomi dirangsang rasa 

sosialnya agar sampai dalam memberian sumbangan pada yang 
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berhak. Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat 

menghasilkan keteraturan dan keamanan social sehingga 

kehidupan manusia, didunia ini dan diakhirat nanti melahirkan 

harmoni dan keseimbangan. Keseimbangan    ini    sangat    

ditekankan    oleh    Allah     dengan menyebut umat Islam 

sebagai ummatan wasathan. Ummatan wasathan adalah umat 

yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah 

dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang 

berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian 

keseimbangan, kebersamaan, kemoderenan merupakan prinsip 

etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun 

entitas bisnis. 

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa 

pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa 

adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. 

Maka dari itu Kemestian berlaku adil dalam muamalat mesti 

ditegakan di dalam keluarga dan masyarakat    muslim    itu    

sendiri.     Bahkan     kepada     orang     kafir pun umat Islam 

diperintahkan berlaku adil. 

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang 

seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita 

mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk 

mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa 

merugikan orang lain karena orang lain pun memiliki hak hidup 

yang sama dengan kita. Dengan demikian, keadilan pada 

dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara 

tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. 

Berdasarkan kesadaran etis, manusia dituntut untuk tidak 

hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban.
20

 Jika manusia 

hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban, maka sikap dan 

tindakannya akan cenderung mengarah kepada pemerasan dan 

memperbudak orang lain. Sebaliknya, jika manusia hanya 

menjalankan kewajiban dan lupa menuntuk haknya, maka akan 

mudah diperas atau diperbudak orang lain. Misalnya, hubungan 

antara majikan dan buruh, dosen dan mahasiswa, rakyat dan 

pejabat pemerintahan, pedagang dan pembeli, dan sebagainya 

perlu memahami pengertian adil tersebut, sehingga masing-

masing tahu peranannya mana hak dan mana kewajiban. 

Dengan begitu, mereka dapat menempatkan dirinya masing- 

                                                     
20 Khoiruddin, “Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam,” Asas 7, no. 1 

(2015). 
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masing pada posisi yang benar. Jika hal itu dapat dipahami 

bersama, maka yang dinamakan keseimbangan dan 

keharmonisan akan tercipta 

c. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak 

mengabaikan kebebasan individu ini berarti bahwa yang 

dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung 

jawab. Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus 

memberikan pertanggungjawaban nanti dihadapan Allah atas 

segala keputusan dan tindakan yang dilakukan. 

Pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah 

perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus 

mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak 

pada tiga hal, yaitu: Pertama, dalam menghitung margin, 

keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum 

yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, 

economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung 

berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat 

diramalkan dengan probabilitas nol dan tak dapat lebih dahulu 

ditetapkan (seperti sistem bunga). Ketiga, Islam melarang semua 

transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan istilah gharar. 

d. Kebijakan (Ikhsan) 

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan 

manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain hal ini 

seharusnya tidak dilakukan. Islam tidak membenarkan setiap 

tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap 

diri,masyarakat, bahkan mahluk hidup seperti binatang dan 

tumbuhan. 

e. Kehendak Bebas 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas 

tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan 

kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia 

dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk membimbing 

kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak 

bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk 

membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk 

aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi 

bisnis yang ada. 

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada 

dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan 

konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di 

sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan 
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dan diraih. Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia 

yang diberi kebebasan untuk memilih tentu sudah harus 

diketahui sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat yang 

bakal diterimanya. 

3. Dasar Hukum Etika dan Bisnis Islam 

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama 

yaitu Al- Qur’an dan Sunnah nabi. Dua sumber ini merupakan sumber 

dari segala sumber yang ada. Yang membimbing, mengarahkan semua 

perilaku individu atau kelompok dalm menjalankan ibadah, perbuatan 

atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut 

norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan 

individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan 

usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan 

dalam Islam. 

Realita bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis tanpa 

memerhatikan etika. Kekuatan modal menjadi senjata andalan dalam 

bersaing di dunia bisnis. Semakin besar modal yang dimiliki maka 

semakin besar jangkauan bisnisnya. Kekacauan dalam berbisnis ini 

sangat mengancam pertumbuhan bisnis. Namun penambahan bisnis 

yang menyangkut semua pelaku ekonomi tanpa membedakan kelas. 

Bersama dengan semakin besarnya kesadaran etika dalam berbisnis, 

orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika 

dalam bisnis. Sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan kehidupan 

telah di atur dalam pandangan agama Agama Islam untuk mengatur 

seluruh kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan 

perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban 

bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk 

melaksanakan syariah (aturan). Islam di segala aspek kehidupan 

termasuk didalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang 

merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan. Pada hakikatnya 

tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang 

muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis agar terciptanya 

pendapatannya (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan 

mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi 

untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan 

distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidak 

seimbangan yang berkepanjangan di masyarakat. 

Bisnis dan moral adalah sesuatu yang berkaitan. Moral terdiri dari 

seperangkat peraturan yang memonitor perilaku manusia serta 

menetapkan suatu perbuatan baik ataupun buruk sehingga setiap 

tindakan dapat ditinjau dari segi moralnya. Bisnis adalah kegiatan 

manusia dan karena itu harus dapat dinilai dari sudut moral. Sukar 
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untuk membayangkan jika ada yang berpendapat bahwa bisnis dan 

moral tidak berhubungan. Adanya nilai moral  (etika) yang dipatuhi 

dalam bisnis, sangat diperlukan untuk menciptakan suatu ketertiban 

dan keadilan bagi masyarakat. Namun pertanyaan bagaimanakah 

bentuk-bentuk etika bisnis yang dikehendaki dalam Islam itu sendiri, 

untuk kemudian dipraktekkan dalam dunia bisnis global dan apakah 

masih relevan etika bisnis tersebut diterapkan pada masa sekarang. 

Jelas bahwa bisnis Islam secara pokok berbeda dengan pengertian 

modern tentang bisnis. Bisnis dalam Islam dihubungkan dengan 

moral sedangkan dalam modern tidak demikian. 

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia 

untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya 

terhadap   ke- maha kekuasaan tuhan. Hanya saja kebebasan manusia 

itu tidak mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya 

manusia mempunyai kebebasan mutlak, maka berarti ia menyaingi 

ke-mahakuasaan Tuhan selaku pencipta (khalik) semua makhluk, 

tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian hal ini 

tidak mungkin (mustahil) dalam skema etika islam, manusia adalah 

pusat ciptaan tuhan. . 

Etika bisnis sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. 

Selain memiliki sifat ulet dan berdedikasi dalam berdagang, beliau 

juga memiliki sifat shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Shiddiq 

berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, amal 

perbuatan serta keyakinan seperti nilai dasar yang diajarkan dalam 

Islam. Istiqamah atau konsisten dalam keimanan dan nilai kebaikan 

meskipun dihadapkan pada tantangan serta godaan, serta ditampilkan 

dalam kesabaran dan keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang 

optimal. Fathanah berarti cerdas dalam memahami secara mendalam 

segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibannya, dengan demikian 

akan timbul kreatifitas dan kemampuan melakukan inovasi yang 

bermanfaat. Amanah yaitu terpercaya, sehingga dapat ditampilkan 

dalam kejujuran berdagang serta pelayanan yang optimal dalam segala 

hal. Yang terakhir adalah tabligh yaitu menyampaikan wahyu, 

maksudnya bahwa Rasulullah pasti menyampaikan seluruh ajaran 

Allah SWT sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk 

melakukan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-

hari. Etika Islam memiliki Aksioma-Aksioma, Yaitu: 

a. Unity (Persatuan) 

Konsep tauhid, aspek sosekpol dan alam, semuanya 

milik Allah, dimensi vertikal, hindari deskriminasi 

disegala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis. 
b. Equilibrium (Keseimbangan) 
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Konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, 

tidak merugikan dan tidak dirugikan. 

c. Free Will (Kehendak Bebas) 

Kebebasan melakukan kontrak namun menolak laizez fire 

(invisible hand), karena nafs amarah cenderung mendorong 

pelanggaran sistem responsbillity manusia harus bertanggung 

jawab atas perbuatannya. 

d. Responsibility (Tanggung Jawab) 

Tanggung jawab individu begitu mendasar pada ajaran-

ajaran Islam. Isalam tidak mengenal konsep Dosa Warisan, (dan 

karena itu) tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas 

kesalahan-kesalahan orang lain. 

e. Benelovence (Ihsan) 

Melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan 

kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban 

tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut. 
21

 

Etika bisnis merupakan keputusan etis yang diambil dan dilakukan 

pelaku bisnis dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, apa 

akibat dari pemakaiannya dan apa akibat dari proses produksi yang ia 

lakukan. Dapat juga dikatakan, etika bisnis adalah suatu upaya untuk 

menganalisa asumsi asumsi bisnis, bagaimana orang seharusnya 

bertindak dalam struktur bisnis tertentu. Aktifitas bisnis menurut 

Islam harus dipandang sebagai suatu karya atau kerja manusia dalam 

menjalankan kegiatan “produksi”. Dan islam telah secara jelas 

menganjurkan umatnya untuk berusaha mencari rizki dimuka bumi ini 

sebagai bekal hidupnya didunia dalam menopang ibadahnya kepada 

Allah SWT. Segala sumber daya alam yang tersedia di dunia terdiri 

atas tanah yang subur dengan segala kandungan yang ada didalamya 

seperti air dan mineral dan sebagainya semata-mata Allah SWT 

ciptakan supaya manusia mengelola dan memanfaatkanya demi 

mencapai kesejahteraan lahir batin. Hal itu sesuai dengan firman Allah 

dalam Surah Al-An’am ayat 152: 

 

 

ه لُغَٰاَشُدَّ ٰيَ ب ْ ٰىِيَٰاَحْسَنُٰحَتّّ  ٰباِلَّتِِْ ٰوَالْمِيْ زَانَٰٰالْكَيْلَٰٰوَاَوْفُوآ  ٰٓ  وَلََٰتَ قْرَبُ وْاٰمَالَٰالْيَتِيْمِٰاِلََّ
ٰٰذَاٰكَانَٰٰوَلَوْٰٰفاَعْدِلُوْاٰقُ لْتُمْٰٰوَاِذَآٰ  وُسْعَهَاٰاِلََّٰٰنَ فْسًاٰنُكَلِّفُٰٰلََٰٰٓ  باِلْقِسْطِٰ ٰوَبعَِهْدِٰٰٓ  قُ رْب 

                                                     
21 Elida Elfi Barus, “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM ( STUDI 

PADA RUMAH MAKAN WONG SOLO MEDAN )” 2, No. September (2016): 125–
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ىكُمْٰبوِٰٓ  وْفُ وْااَٰٰاللّ وِٰ لِكُمْٰوَصّ  ٰٰٓ  تَذكََّرُوْنَٰٰلَعَلَّكُمْٰٰٓ  ذ 
Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai 

(usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. 

Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil 

sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu 

Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Qs. 

Al-An’am: 152) 

Serta dalam Al-Qur’an Surat An-nisa Ayat 29: 

ٰتأَْكُلُوْٰٓ  يٰ  ٰلََ ٰا مَنُ وْا ٰالَّذِيْنَ ٰاِلََّٰٓ  ايَ ُّهَا ٰباِلْبَاطِلِ نَكُمْ ٰبَ ي ْ ٰامَْوَالَكُمْ ٰعَنْٰٰٓ  ا ٰتَِِارَةً ٰتَكُوْنَ اَنْ
كَٰانَٰبِكُمْٰرَحِيْمًآٰٰ  اٰانَْ فُسَكُمْٰٓ  وَلََٰتَ قْتُ لُوْٰٰٓ  تَ رَاضٍٰمِّنْكُمْٰ وَ ٰاِنَّٰاللّ 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.(Qs. An-Nisa: 29) 

Dalam berbisnis, Islam memberikan pedoman berupa norma-

norma atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-

benar konsisten dan memiliki rasa responsibility yang tinggi. Maka 

dengan adanya norma-norma atau etika spiritual yang tinngi, iman dan 

ahlak yang mulia, merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai 

pusaka yang tidak akan pernah sirna. Dalam arti lain etika bisnis adalah 

seperangkat prinsip dan norma di mana perilaku bisnis harus komit 

padanya dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai 

tujuan- tujuan bisnisnya dengan selamat baik dunia maupun akhirat. 

Di Indonesia studi tentang masalah etis dalam bidang ekonomi dan 

bisnis sudah akrab dengan nama “etika   bisnis”,   sejalan   dengan 

kebiasaan umum dalam istilah bahasa Inggris “Business Ethic”. Namun 

dalam kawasan lain sering digunakan istilah yang lain, misalnya pada 

bahasa Belanda pada umumnya dipakai nama bedrijfsetthiek (etika 

perusahaan) dan dalam bahasa Jerman unternehmensthik (etika usaha). 

Dalam Bahasa Inggris kadang-kadang dipakai istilah corporate 

ethics (etika korporasi). Variasi lain adalah “etika ekonomis” atau 

“etika ekonomi”. Selain itu juga ditemukan nama management ethics 

atau managerial ethics (etika manajemen), disamping nama 

organization ethics (etika organisasi). Namun demikian, pada 

dasarnya semua nama ini menunjuk pada studi tentang aspek aspek 
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moral dan kegiatan ekonomi dan bisnis.
22 

4. Tujuan Etika Bisnis Islam 

Etika Bisnis Islam adalah bisnis yang khas dan memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Karena 

dalam bisnis Islam bukan hanya keuntungan yang menjadi tujuan 

utama, tetapi menjadikan aktivitas bisnis sebagai ibadah dan bertujuan 

utama mengharapkan ridha dari Allah SWT.  

Ketika etika bisnis menjadi sarana beribadah kepada Allah SWT 

maka secara rinci tujuan dari bisnis dalam Islam meliputi beberapa hal, 

yaitu berikut:  

a. Membangun Kode Etik Bisnis yang Islami 

Kode etik ini nantinya akan bisa untuk mengatur, 

mengembangkan, dan mencanangkan metode berbisnis dalam 

kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol untuk 

melindungi pelaku bisnis dari risiko 

b. Menjadi dasar Hukum 

Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan 

tanggung jawab para pelaku bisnis terutama bagi diri mereka 

sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas 

segalanya adalah pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. 

c. Menyelesaikan Perselisihan 

Kode etik ini memiliki persepsi sebagai dokumen hukum 

yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang muncul, 

daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. 

 

 

d. Meningkatkan Ukhwah Islamiah 

Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian 

banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan 

masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang mampu 

membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerja sama antara 

mereka semua yang terlibat. Etika bisnis Islam memiliki 

kelebihan sendiri dibandingkan etika bisnis yang lainnya, antara 

lain Para pelaku bisnis bisa bekerja secara professional, 

Persaingan antar pelaku bisnis semakin tinggi sehingga bisnis 

semakin maju, Kepuasan konsumen menjadi hal yang 

diutamakan karena di dalamnya diatur agar tidak egois, 

Perusahaan akan memiliki kepercayaan tinggi di mata 

masyarakat, Meminimalisasi sanksi dari pemerintah atau hukum 

                                                     
22 Ibid. 
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yang lebih tinggi karena memiliki aturan yang mengikat antara 

manusia dan Allah SWT. 



 

49 
 

 



  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

A. darussalam. Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis. makasar: alaudin 

university press, 2011. 

Abbas salim. Manajemen Transportasi ,Cet 6,. jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005. 

Adhiwarman A. Karim. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. 

jakarta: salemba empat, 2001. 

Amir syarifuddin. Ushul Fiqh Jilid I. jakarta: logos wacana ilmu, 1997. 

Arie siswanto. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002. 

Asril sitompul. Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Bandung: citra aditya bakti, 1999. 

Aziz abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta, 2013. 

Budi kagramanto. Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan 

UndangUndang No. 5 Tahun 1999. Surabaya: laros, 2008. 

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. Metode Penelitian. jakarta: bumi 

aksara, 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, “KBBI Daring” (On-line), tersedia di: 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan (21 April 2023). 

“KBBI,” 2008. 

Galuh puspaningrum. Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian Dan 

Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di 

Indonesia. Yogyakarata: aswaja pressindo, 2013. 

Hermansyah. Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. 

jakarta: Kencana, 2008. 

Husein umar. Study Kelayanan Bisnis. jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, n.d. 

Ika Yunia Fauzia. Etika Bisnis Dalam Islam. Sidoarjo: Kencana Prenada 

Media Group, 2012. 



  

 

Insan Budi Maulana. Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. Bandung: citra aditya bakti, 2000. 

Ismail Yusanto, dan M. Karebet Widjajakusuma. Menggagas Bisnis 

Islam. jakarta: Gema Insani press, 2002. 

Jiko subagio. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. jakarta: 

Rineka Cipta, 2011. 

johan arifin. Etika Bisnis Islami,. Semarang: wali songo press, 2009. 

Kamal Rokan, dan Mustafah. Hukum Persaingan Usaha. jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012. 

Knud hansen. Undang-Undang Praktek Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. jakarta: katalis, 2002. 

Maghfur, Ifdlolul. “Ifdlolul Maghfur 213” 7 (2016). 

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. jakarta: Prenada Media, 2013. 

Muhammad. Etika Bisnis Islami. Yogyakarata: UPP AMP YKPN, 2004. 

Nawawi hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarata: 

Gajah Mada University Press, 1998. 

Soerjono soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. jakarta: universitas 

indonesia, 1986. Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. 

Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat Di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, n.d. 

Syamsul ma’arif. “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha 

Di Indonesia.” 

Hukum Bisnis 19 (2002): 12. 

Veithzal Revai. Islamic Business and Economic Ethich. jakarta: Bumi 

Aksara, 2012. Zainal abidin ahmad. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. 

jakarta: Bulan Bintang, 2000. 

JURNAL 

Barus, Elida Elfi. “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM ( 



  

 

STUDI PADA RUMAH MAKAN WONG SOLO MEDAN )” 2, 

no. September (2016): 125–46. 

Budi l. kagramanto. “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh 

KPPU”.” Ilmu Hukum Yustisia 3, no. 2 (2007): 9. 

Imaniyati, Neni Sri. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum 

Bisnis Islam.” 

Asas 6, no. 1 (2014): 95–105. 

Khoiruddin, Oleh : “Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam.” Asas 7, 

no. 1 (2015): 41–56. 

Linda Firdawati. “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam.” Asas 3, 

no. 5 (2011): 49. 

SKRIPSI 

Indah harum rezeki. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik 

Persaingan Usaha Pada Pasar Modern Dan Tradisional. Skripsi: 

UIN Raden Intan Lampung, 2017. 

Chris Agave Valatine Berutu. Analisis Hukum Persaingan Usaha 

Tidak Sehat pada Pengadaan Alat Kesehatan. Skripsi: Universitas 

Sumatera Utara, 2018. 

Sari, Eva. Tinjauan Hukum Islam Tetntang Persaingan Usaha Beda 

Harga. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017. 

WAWANCARA 

Dinar. Karyawan Kantor Gojek, Wawancara, 10 April 2023. 

Natasya.Karyawan Kantor Gojek, Wawancara, 10 April 2023.  

Ryan. Karyawan Kantor Maxim, Wawancara, 12 April 2023.  

Safira. Karyawan Kantor Maxim, Wawancara, 12 April 2023. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 1. Pedoman Wawancara 
 

 

 
 

Daftar Pertanyaan Karyawan Kantor Gojek dan Maxim 

 
1. Sejak kapan perusahaan trasnportasi online ini telah berdiri di 

Indonesia? 

2. Berapakah jumlah pengguna layanan aktif hingga saat ini? 

3. Berapakah   biaya   tarif   dasar   layanan   transportasi   dan 

berdasarkan apakah penetapan tarif tersebut? 

4. Bagaimana    mekanisme    pembagian    pendapatan    antara 

perusahaan deganmitra? 

5. Bagaimanakah    cara    perusahaan    untuk    meningkatkan 

ketertarikan individu agar terus menggunakan jasa layannan 

transportasi? 
6. Bagaimanakah   prosedur   transaksi   dalam   menggunakan 

layanan transportasi online? 
7. Apakah voucher transportasi yang digunakan oleh individu 

berdampak pada penghasilan driver,  dan apakah ada 
pemotongan harga tersebut sepenuhnya ditanggung oleh 
perusahaan?



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian Wawancara  

 

 
Wawancara bersama Ryan sebagai Karyawan Kantor Maxim 

 

 
Wawancara bersama Safira sebagai Karyawan Kantor Maxim



 

 

 
 
 
 
 

 

Wawancara bersama Natasya sebagai Karyawan Kantor Gojek 
 
 

 
Wawancara bersama Dinar sebagai Karyawan Kantor Gojek



Lampiran 3. Surat Keterangan Izin Riset Dinas Penanaman 
 

 

 
 

Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu 
 

 



 

 

 

Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara 
 



 

 



 

 

 

Lampiran 5. Blanko Konsultasi 



 

 



 

 

Lampiran 6 Upload Jurnal dan sitasi 
 



 

 



 

 

Lampiran 7 Turnitin 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


